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ABSTRACT

Basic needs of every human being in life is to take clothing, food and shelter. To achieve the welfare of the coveted by every human being, then the first requirement must be fulfilled for clothing, food and shelter for every human being is, in order to live in peace in accordance with the craved. Basic needs in the areas of board (home) as the top priority of every human being, because the house is the residence that serves, among others, as a shelter, educate and nurture domestic life and interact with other families in order to organize a better life and to achieve prosperity desired.

The availability of land for housing is very limited and very expensive. Then the solution offered is the construction of housing with vertical systems commonly called flats. However modest apartment rental utilization should be based on a lease agreement homes, apartment units that can be rented flats are located in the management and supervision of local governments that builds on the Local Government Budget and Central Government for the sake of helping people who do not have a place to stay and one forms of public welfare purposes.

BAB I PENDAHULUAN
A.
Alasan Pemilihan Judul
Kebutuhan pokok setiap manusia dalam menempuh hidup adalah kebutuhan sandang, pangan dan papan. Untuk mencapai kesejahteraan hidup yang diidamkan oleh setiap manusia tersebut, maka haruslah terpenuhi terlebih dahulu kebutuhan sandang, pangan dan papan bagi setiap manusia tersebut, agar dapat hidup dengan sejahtera sesuai dengan yang diidamkannya. Kebutuhan pokok di bidang papan (rumah) sebagai prioritas utama setiap manusia, karena rumah merupakan tempat tinggal yang berfungsi antara lain sebagai tempat berteduh, mendidik dan membina kehidupan rumah tangga serta berinteraksi dengan keluarga lain dalam rangka menata kehidupan yang lebih baik dan untuk mencapai kesejahteraan yang diinginkan.
Penyediaan rumah tinggal bagi keluarga yang belum mampu memiliki rumah  atau tempat tinggal sendiri menjadi salah satu kebijakan Pemerintah di Kota Samarinda di bidang perumahan dan pemukiman. Upaya membantu keluarga yang belum mampu memiliki rumah atau tempat tinggal sendiri, maka Pemerintah Kota Samarinda berupaya untuk menyediakan tempat tinggal atau hunian yang murah, sehat dan sederhana sebanyak mungkin bagi masyarakat Kota Samarinda yang membutuhkannya. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda adalah membangun rumah toko sederhana atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ruko sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Kota Samarinda.
Pembangunan Ruko di Kota Samarinda sebagai kebijakan pemerintah di bidang pemanfaatan aset daerah dalam rangka mengoptimalkan fungsi tanah negara yang telah menjadi hak pakai Pemerintah Kota Samarinda yang dapat direalisasikan sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Samarinda. Pemanfaatan lahan hak pakai pemerintah kota tersebut menjadi Ruko dalam beberapa program pemerintah adalah sebagai upaya dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat yang membutuhkan, penataan pemukiman kumuh dan penindakan terhadap hunian kumuh di Kota Samarinda secara menyeluruh dapat berjalan secara sinergis antara pemerintah dan masyarakat.
Ruko adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan yang terbagi dalam bagian yang distrukturkan sebagai fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, dibangun dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan fungsi utamanya sebagai hunian, disamping fungsi lain yang ada yaitu sebagai sarana pengembangan usaha (toko). Rumah toko sederhana sewa adalah bentuk program pemerintah dalam mengatasi beberapa permasalahan pemukiman yang ada dan dapat memberikan peluang dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam penyediaan tempat hunian yang layak sesuai dengan tata ruang daerah, untuk menanggulangi lingkungan pemukiman perkotaan yang berkembang secara tidak sehat. Status penguasaan atas Ruko adalah melalui sewa menyewa antara Pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Tata Ruang Perumahan dan Cipta Karya Kota Samarinda dengan penghuni Rumah Toko (Ruko) sesuai dengan peraturan dan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
Setiap satuan unit Ruko terdiri atas ruang depan, dapur, kamar mandi (termasuk WC) dan tempat menjemur, terdapat instalasi listrik dengan daya 450 Watt dan instalasi air dari PDAM, didalam area Ruko tersedia fasilitas umum yang berupa tempat parkir, tempat bermain, tempat ibadah, tempat pertemuan dan lain-lain.
Adapun syarat bagi warga yang ingin menempati rumah toko adalah memiliki KTP Kota Samarinda dengan penghasilan minimal Rp 1.500.000,00 per bulan, dan juga ada beberapa syarat yang bersifat mengikat adalah :
a. Menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan, dan kebersihan dalam unit  hunian dan lingkungan rumah toko;
b. Mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan;
c. Membayar uang sewa sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
d. Membayar uang jaminan sesuai dengan ketentuan;
e. Memelihara rumah toko yang disewa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan;
f. Membayar biaya penggunaan listrik, biaya pengelolaan sampah, biaya penggunaan air bersih;
g. Membayar iuran bersama demi kepentingan bersama yang besarnya ditentukan secara musyawarah bersama penghuni lainnya;
h. Menyerahkan kembali unit hunian rumah toko apabila perjanjian sewa menyewa telah berakhir, masanya dengan tanpa syarat apapun.
Namun kenyataan dilapangan berdasarkan hasil pengamatan penulis, terdapat penghuni rumah ruko yang melakukan pengalihan hak sewa kepada pihak lain melalui jual beli.Penyebab adanya pengalihan hak sewa oleh penghuni rumah toko diasumsikan, sebagai kurangnya pengawasan dari pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Tata Ruang Perumahan dan Cipta Karya Kota Samarinda.
Perlu diketahui hubungan hukum antara pengelola dengan penyewa rumah toko tersebut merupakan unsur yang saling terkait satu dengan yang lainnya, seperti (1) unsur perikatan, (2) unsur hukum memaksa, dan (3) unsur hukum mengatur. Ketiga unsur terasebut dalam pemecahan masalah dalam penelitian ini mendasarkan pada teori Max Webber yang mengatakan, bahwa aturan hukum harus ditaati dan terhadap pelanggarnya harus ada sanksi.

Atas dasar pemilihan judul diatas, maka penulis bermaksud mengadakan penenlitian skripsi yang berjudul : “Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Unit Hunian Rumah Toko (Ruko) Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Kota Samarinda”.
B.
Perumusan dan Pembatasan Masalah
Masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana keabsahan perjanjian sewa menyewa unit hunian Rumah Toko dipandang sebagai perjanjian baku ?
2. Bagaimanakah status perjanjian sewa menyewa unit hunian Rumah Toko dipandang sebagai lex spesialis dalam buku III KUH Perdata ?
C.
Maksud  dan  Kegunaan  Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi tujuannya adalah :
1. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian sewa menyewa mengenai unit hunian Rumah Toko dipandang sebagai perjanjian baku;
2. Untuk mengetahui status perjanjian sewa menyewa unit Rumah Toko dipandang sebagai lex spesialis dari buku III KUH Perdata.
Disamping itu yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah :
a. Sebagai informasi bagi penegak hukum dalam menegakkan hukum dalam penyelesaian masalah perjanjian sewa menyewa unit sewaan Rumah Toko dipandang sebagai lex specialis dari buku III KUH Perdata.
b. Sebagai pengetahuan dan sumbang saran bagi mahasiswa akademisi, serta masyarakat terhadap upaya dan solusi penerapan kebijakan hukum bagi pengelola dan penghuni rumah toko.
D.
Metode Penelitian
Dalam penelitian yang penulis sajikan guna menyususun karya ilmiah ini atau skripsi ini, menggunakan dua metode penelitian sebagai berikut :
1. Yuridis Normatif yaitu :

Bentuk penelitian dengan mengambil sumber-sumber dari kepustakaan seperti literatur, peraturan perundang-undangan dan artikel yang berkaitan dengan pokok permasalahan
2. 
Yuridis Sosiologis yaitu ;

Bentuk penelitian lapangan yaitu penulisan yang dicipta langsung dari obyek yang diteliti pada instansi yang berkaitan dengan pokok permasalahan, maka diperlukan cara mengungkapkan data, yaitu :
a. Data Primer

Pencarian data yang dilakukan pada pengamatan langsung dari wawancara tempat sumber data yang terkait dengan tema penulisan skripsi ini untuk mempermudah penulis menggunakan interview, yakni menyiapkan pertanyaan sebelumnya yang disesuaikan pada saat wawancara dan didukung dengan peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
b. Data Sekunder
Data sekunder yaitu sistem yang dilakukan pada pokok masalah untuk menganalisa data yang dipergunakan berupa metode normatif kualitatif, karena penulisan ini berpedoman pada peraturan yang berlaku sebagai norma positif, sedangkan penggunaan metode analisa normatif kualitatif dimaksudkan, bahwa data yang ditanya secara verbal dengan kualifikasi yang bersifat teoritis dan bertitik tolak pada usaha pencarian asas-asas informasi.
c. Analisa Bahan  Hukum

Data dan bahan hukum yang telah diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif melalui langkah-langkah sebagai berikut :
1. Mengklasifikasikan bahan hukum sesuai jenisnya yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder;
2. Menganalisa bahan hukum dengan permasalahan yaitu keabsahan perjanjian sewa menyewa unit hunian di Rumah Toko dipandang sebagai perjanjian baku dan status perjanjian sewa menyewa unit hunian di Ruko dipandang sebagai lex specialis dari buku III KUH Perdata.
E. 
Sistimatika  Penulisan
Penulisan dalam skripsi ini pada umumnya penulis mengelompokkan dengan sedemikian rupa sehingga dengan mudah pemahaman dari permasalahan yang disajikan, dimana dalam skripsi ini penulis susun secara sistematis dalam bentuk bab per bab, yang kemudian dalam masing-masing bab tersebut penulis bagi dalam sub bab.
Bab I Pendahuluan
Bab ini berisikan, antara lain Alasan Pemilihan Judul, Perumusan dan Pembatasan Masalah, Maksud dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
Bab II Kerangka Teoritis
Bab ini menguraikan  tentang Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perjanjian, Tinjauan tentang Rumah Toko (Ruko) : Pengertian Perjanjian Baku dan Status Perjanjian Sewa Menyewa dan Pengertian lex specialis dari  Buku  III  KUH Perdata.
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam bab ini berisikan Keabsahan Perjanjian Sewa Menyewa Unit Khusus Ruko Dipandang sebagai Perjanjian Baku, Status Perjanjian Sewa Menyewa Unit Hunian di Ruko Dipandang sebagai lex specialis dari Buku III KUH Perdata.
Bab IV Penutup
Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan Kesimpulan dan Saran-saran.
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